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Abstrak

Pencurian saat ini tidak lagi hanya merugikan harta benda, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan
publik. Fenomena ini tampak dalam kasus pencurian baut rel kereta api, kabel listrik, besi jembatan, dan
penutup drainase yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, kerusakan fasilitas umum, bahkan korban
jiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan hukum pidana Indonesia dalam mengatur
pencurian yang berdampak pada keselamatan publik serta merumuskan kebijakan kriminal yang lebih
tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliian hukum nommatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menempatkan pencurian sebagai
delik terhadap harta benda tanpa pemberatan pidana berdasarkan sifat objek atau akibat yang ditimbulkan.
Kesimpulannya, diperfukan rekonstruksi kebijakan kriminal melalui pengaturan khusus terhadap
pencurian benda vital publik dengan ancaman pidana yang lebih berat guna melindungi keselamatan
masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Kebijakan Kriminal, Keselamatan Publik;
Pencurian; Rekonstruksi Hukum.

Abstract

Theft no longer only causes property loss but may also endanger public safety. This can be seenin the theff
of railway bolts, electrical cables, bridge steel, and drainage covers, which may lead to accidents, damage
to public facilities, and loss of life. This study aims to analyze weaknesses in Indonesian criminal law
regarding theff affecting public safety and to formulate a more appropriate criminal policy. The research
uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that Law
Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code still classifies theft as an offense against property without
aggravated punishment based on the nature of the object or the resulting harm. In conclusion, criminal
policy reconstruction is needed through special regulation of theff imvolving vital public objects with
heavier penalties to protect public saféty.

Keywords: Criminal Law, Criminal Policy; Public Safety; Public Property;
Theft.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh urbanisasi,
pertumbuhan infrastruktur, kemajuan teknologi, dan meningkatnya tekanan
ekonomi telah memengaruhi pola kejahatan secara signifikan. Salah satu bentuk
kejahatan yang mengalami perubahan paling nyata ialah tindak pidana pencurian.
Pada masa lalu, pencurian lazim dipahami sebagai perbuatan mengambil barang
milik orang lain secara melawan hukum yang terutama menimbulkan kerugian bagi
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korban secara individual. Akan tetapi, dalam perkembangan mutakhir, objek yang
menjadi sasaran pencurian tidak lagi terbatas pada barang konsumtif atau benda
pribadi, melainkan juga menyasar fasilitas umum dan komponen infrastruktur yang
memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Perubahan ini menyebabkan
dampak pencurian tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga dapat
menimbulkan gangguan pelayanan publik, keresahan sosial, dan ancaman terhadap
keselamatan jiwa manusia (Garland, 2001).

Fenomena tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kasus pencurian kabel
listrik, baut rel kereta api, pagar pembatas jalan, perangkat telekomunikasi, logam
konstruksi, serta penutup drainase di berbagai wilayah. Benda-benda tersebut pada
dasarnya bukan sekadar barang bernilai ekonomis, tetapi merupakan bagian dari
sistem pelayanan umum yang menopang aktivitas masyarakat sehari-hari. Ketika
kabel listrik dicuri, masyarakat berpotensi mengalami pemadaman yang
mengganggu kegiatan rumah tangga, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan
kesehatan. Apabila komponen rel kereta diambil, risiko kecelakaan transportasi
meningkat. Demikian pula hilangnya penutup drainase dapat membahayakan
pengguna jalan, terutama pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Dengan
demikian, pencurian terhadap benda tertentu telah menimbulkan akibat berantai
yang jauh melampaui nilai barang itu sendiri (Kooi, 2010).

Dalam konteks internasional, banyak negara mulai menempatkan pencurian
terhadap infrastruktur publik sebagai bentuk kejahatan serius karena dampaknya
dapat dirasakan secara luas. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pencurian logam
dan komponen transportasi sering meningkat ketika harga material bekas naik di
pasar (Kooi, 2010). Situasi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara motif
ekonomi, peluang kejahatan, dan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas umum.
Oleh sebab itu, penanganan kejahatan semacam ini tidak cukup hanya melalui
pendekatan penegakan hukum biasa, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang
memperhatikan aspek pencegahan, pengawasan, dan pemberatan sanksi terhadap
objek tertentu yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat (International Union
of Railways, 2024; USTelecom & NCTA, 2025).

Indonesia menghadapi persoalan yang sama. Berbagai pemberitaan dan
laporan institusi publik menunjukkan bahwa pencurian terhadap fasilitas umum
masih terjadi secara berulang. Pencurian kabel penerangan jalan umum
menyebabkan ruas jalan menjadi gelap dan meningkatkan risiko kecelakaan
maupun tindak kriminal lain. Pencurian baut dan besi penyangga rel menimbulkan
gangguan pada jalur perjalanan kereta dan memerlukan perbaikan darurat.
Sementara itu, hilangnya penutup drainase menyebabkan pengguna jalan terjatuh
ke lubang terbuka saat melintas. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan
bahwa kerugian akibat pencurian benda publik bukan hanya ditanggung negara atau
pengelola fasilitas, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat sebagai pengguna
layanan (ANTARA News, 2024; CNN Indonesia, 2021; Kompas.com, 2023;
Tribunnews, 2022).

Dari sudut pandang hukum pidana, perkembangan ini menunjukkan adanya
perubahan karakter kejahatan. Pencurian yang semula diposisikan sebagai delik
terhadap harta benda kini, dalam kasus tertentu, telah berkembang menjadi
perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Oleh karena itu, ukuran
keseriusan tindak pidana tidak cukup hanya didasarkan pada nilai ekonomis barang
yang diambil, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi bahaya yang
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ditimbulkan. Sebuah baut rel mungkin bernilai kecil secara materiil, namun ketika
dicuri dapat mengancam keselamatan ratusan penumpang. Penutup drainase
mungkin bernilai rendah, tetapi kehilangan benda tersebut dapat menyebabkan luka
berat atau kematian. Perspektif ini menunjukkan pentingnya perubahan cara
pandang hukum pidana dari sekadar perlindungan kepemilikan menuju
perlindungan masyarakat secara lebih luas (Duff, 2018).

Pemikiran tersebut sejalan dengan teori kebijakan kriminal yang
menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Arief
(2011) menyatakan bahwa hukum pidana harus diarahkan untuk menjaga
masyarakat dari ancaman kejahatan serta menciptakan ketertiban sosial. Muladi
(2002) juga menekankan bahwa kebijakan pidana harus menjaga keseimbangan
antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, pencurian
yang berpotensi menimbulkan kecelakaan massal atau gangguan luas terhadap
layanan publik sepatutnya memperoleh respons hukum yang lebih tegas dibanding
pencurian biasa.

Selain itu, teori utilitarian yang dikembangkan Bentham (1789/1970)
menegaskan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak
mungkin orang. Jika suatu tindak pidana menimbulkan ancaman terhadap
masyarakat luas, maka negara memiliki alasan yang kuat untuk memberikan
perlindungan lebih besar melalui pengaturan hukum yang efektif. Dengan
demikian, ancaman pidana terhadap pencurian fasilitas umum tidak hanya
bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah timbulnya korban baru di masa
mendatang.

Dari perspektif kriminologi, pencurian terhadap fasilitas umum dapat
dijelaskan melalui teori kegiatan rutin (Routine Activity Theory). Menurut Cohen
dan Felson (1979), kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi,
sasaran yang mudah dijangkau, dan lemahnya pengawasan. Dalam kasus fasilitas
publik, benda-benda tersebut umumnya berada di ruang terbuka, tersebar luas, dan
tidak selalu dijaga secara langsung. Selain itu, adanya pasar penadah atau pembeli
barang bekas membuat pelaku memiliki insentif ekonomi untuk melakukan
pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan semacam ini akan terus berulang
apabila tidak diikuti perbaikan sistem pengawasan dan kebijakan hukum yang
memadai.

Persoalan utama kemudian terletak pada kerangka hukum positif Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana masih menempatkan pencurian terutama sebagai delik terhadap harta benda.
Pengaturan tersebut belum secara tegas membedakan pencurian biasa dengan
pencurian terhadap benda vital yang berhubungan langsung dengan keselamatan
publik. Akibatnya, terdapat kesenjangan perkembangan kejahatan yang semakin
kompleks dan norma hukum yang masih bersifat umum. Dalam praktiknya, hal ini
dapat mengurangi daya cegah hukum pidana serta belum memberikan perlindungan
optimal kepada masyarakat.

Selain aspek normatif, persoalan ini juga berkaitan dengan dimensi keadilan
sosial. Masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang aman, transportasi yang
layak, jalan yang tidak membahayakan, dan pelayanan publik yang berjalan dengan
baik. Ketika fasilitas umum dirusak atau dicuri, kelompok masyarakat kecil sering
menjadi pihak yang paling terdampak karena bergantung pada layanan publik
sehari-hari. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana terhadap pencurian benda
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publik bukan hanya isu teknis hukum, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan
keadilan sosial dan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting, relevan,
dan aktual untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kelemahan
pengaturan hukum pidana Indonesia mengenai pencurian benda yang mengancam
keselamatan publik, sekaligus merumuskan konsep rekonstruksi kebijakan kriminal
yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu
hukum pidana serta menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk undang-undang
dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih melindungi masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Marzuki, 2017; Hadjon, 1987). Metode ini dipilih karena
objek kajian berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan, khususnya pengaturan tindak pidana pencurian dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, serta keterkaitannya dengan perlindungan keselamatan publik akibat
pencurian benda-benda vital seperti rel kereta api, kabel listrik, dan penutup
drainase. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis struktur
norma, ruang lingkup delik pencurian, serta ketiadaan pengaturan khusus mengenai
pencurian yang berdampak pada keselamatan publik. Sementara itu, pendekatan
konseptual digunakan untuk mengkaji pergeseran paradigma dari property crime
menuju public safety crime serta konsep kebijakan kriminal dalam perspektif
perlindungan masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-
buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pendapat para
ahli seperti Peter Mahmud Marzuki, Philipus M. Hadjon, Barda Nawawi Arief, dan
Muladi. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia
hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary
research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur
hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis
kualitatif yuridis, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum
secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk menemukan kesenjangan normatif
(normative gap) antara perkembangan kejahatan pencurian dan pengaturan hukum
pidana yang berlaku. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan
rekonstruksi kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia yang lebih
responsif terhadap perlindungan keselamatan publik. Dengan demikian, metode
penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan hasil dan pembahasan, yaitu
untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dalam menjawab
permasalahan penelitian.
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C. HASIL ATAU PEMBAHASAN
1. Konsep Tindak Pidana Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak penting dalam reformasi
hukum pidana Indonesia yang bertujuan menggantikan KUHP warisan kolonial
dengan sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, adaptif, dan
berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, dalam konteks pengaturan
tindak pidana pencurian, KUHP baru masih menunjukkan kecenderungan
mempertahankan paradigma klasik yang berorientasi pada perlindungan
kepemilikan individual (property-oriented criminal law), tanpa secara memadai
mengakomodasi perkembangan kejahatan modern yang berdampak terhadap
keselamatan publik sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian
(Nursyam dkk., 2026; Rasiwan, 2026; Salsabilla dkk., 2026).

Secara konseptual, tindak pidana pencurian dalam doktrin hukum pidana
klasik dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara
melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut (Moeljatno,
2008). Sejalan dengan itu, pencurian juga dipahami sebagai pelanggaran terhadap
hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum pidana (Soesilo, 1995). Dalam
perspektif ini, hukum pidana masih berfokus pada perlindungan kepentingan
individual pemilik barang (Amalia dkk., 2025; Hamdiyah, 2024; Hanafi dkk.,
2024).

Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana modern, terjadi
pergeseran paradigma yang signifikan. Hukum pidana tidak lagi semata-mata
melindungi kepentingan individual, tetapi juga kepentingan masyarakat luas
(public interest) (Hamzah, 2017). Lebih lanjut, perkembangan kejahatan modern
menuntut perluasan objek perlindungan hukum pidana, termasuk terhadap
kepentingan kolektif dan keselamatan publik (Chazawi, 2014). Hal ini sejalan
dengan temuan empiris dalam latar belakang penelitian yang menunjukkan bahwa
pencurian fasilitas publik telah berdampak pada risiko keselamatan masyarakat.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan pencurian masih diklasifikasikan dalam
bentuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan
kekerasan. Namun diferensiasi tersebut masih bertumpu pada cara melakukan
perbuatan (modus operandi), bukan pada tingkat bahaya sosial atau risiko terhadap
keselamatan publik. Dengan demikian, KUHP baru masih menggunakan
pendekatan actus-based differentiation, bukan risk-based differentiation (Bukit
dkk., 2025; Mulyadi dkk., 2024; Wahyudi dkk., 2024).

Padahal, secara empiris pencurian terhadap infrastruktur publik seperti baut
rel kereta api, kabel listrik, dan penutup drainase telah menimbulkan dampak serius
berupa gangguan layanan publik, kecelakaan, hingga korban jiwa sebagaimana
telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian. Dalam perspektif hukum pidana
modern, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai endangerment crime, yaitu
tindak pidana yang sejak awal mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan
manusia (Pakpahan & Maryani, 2024).

Tingkat keseriusan suatu tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh
perbuatan, tetapi juga oleh akibat dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena
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itu, konsep keseriusan kejahatan harus mempertimbangkan secara simultan antara
harm dan culpability, termasuk dampak sosial yang lebih luas (Ashworth, 2009).
Dengan demikian, pencurian yang berpotensi mengancam keselamatan publik
seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang
lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa (Nurjatsiyah dkk., 2025; Todolo & Oner,
2026).

Dari perspektif kebijakan kriminal, hukum pidana harus diarahkan pada
perlindungan masyarakat (social defense) (Arief, 2011). Selain itu, kebijakan
pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan pelaku dan
perlindungan masyarakat (daad-strafrecht dan dader-strafrecht) (Muladi, 2002).
Namun demikian, KUHP Nasional belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan
berbasis risiko dalam mengatur pencurian yang berdampak pada keselamatan
publik (Febrianto & Iryani, 2025; Hidayah dkk., 2026).

Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit membedakan pencurian
berdasarkan karakter objek vital publik, risiko terhadap keselamatan umum, dan
akibat berupa luka berat atau kematian menunjukkan adanya normative gap dalam
hukum pidana Indonesia. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian
antara substansi hukum dan realitas sosial yang berkembang (Friedman, 2001,
Jamil & Heniarti, 2026; Reano & Prasetyo, 2025).

Dari perspektif kriminologi, kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku
termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan lingkungan (Cohen &
Felson, 1979). Dalam konteks pencurian infrastruktur publik, ketiga unsur tersebut
sering terpenuhi sehingga kejahatan bersifat berulang dan berdampak sistemik.
Selain itu, pencegahan kejahatan sangat bergantung pada pengurangan kesempatan
serta efektivitas ancaman hukum yang berlaku (Clarke & Cornish, 2003). Tanpa
pengaturan pidana yang proporsional, efek jera terhadap pelaku menjadi lemah
(Mahendra & Lubis, 2024; Nurroffiqoh dkk., 2022; Pangestu dkk., 2026; Tarigan
dkk., 2026).

Dalam perkembangan global, hukum pidana modern menunjukkan
pergeseran menuju pendekatan berbasis risiko (risk-based criminal law). Dalam
sistem hukum Jerman dikenal konsep Gefihrdungsdelikte, yaitu kriminalisasi
terhadap perbuatan yang berpotensi membahayakan keselamatan publik meskipun
belum menimbulkan akibat nyata (Roxin, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa
hukum pidana modern tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif
(Antanasijevi¢, 2022; Wilk, 2023).

Dalam perspektif sosiologis, meningkatnya kompleksitas kejahatan dalam
masyarakat modern menuntut penguatan instrumen hukum pidana terhadap
kejahatan berdampak luas (Garland, 2001). Selain itu, masyarakat modern juga
dihadapkan pada berbagai bentuk risiko baru yang harus diantisipasi melalui
kebijakan hukum yang adaptif (Beck, 1992; Berutu dkk., 2024; Ibrahim dkk.,
2026).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP
Nasional masih mempertahankan paradigma klasik dalam pengaturan pencurian
sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kejahatan modern
yang berbasis risiko terhadap keselamatan publik sebagaimana telah diuraikan
dalam latar belakang penelitian. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan
kriminal yang mengintegrasikan pendekatan risk-based dan public safety oriented,
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guna mewujudkan hukum pidana yang lebih responsif, preventif, dan berorientasi
pada perlindungan masyarakat secara luas.

2.  Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana

Pencurian Benda yang Mengancam Keselamatan Publik

Urgensi rekonstruksi kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencurian
benda yang berdampak pada keselamatan publik semakin menonjol dalam konteks
perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh meningkatnya
ketergantungan terhadap infrastruktur vital. Dalam situasi ini, kejahatan tidak lagi
dapat dipahami secara sempit sebagai perbuatan yang hanya menimbulkan kerugian
ekonomi individual, tetapi telah berkembang menjadi fenomena yang berdampak
luas terhadap sistem sosial, ekonomi, dan keselamatan publik secara keseluruhan
(systemic public harm).

Pencurian terhadap infrastruktur seperti baut rel kereta api, kabel listrik, dan
penutup drainase merupakan contoh konkret perubahan karakter kejahatan tersebut.
Perbuatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai property crime Kkini
memperlihatkan dimensi baru sebagai public endangerment crime, karena
kehilangan objek tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga
menciptakan kondisi berbahaya yang dapat mengancam jiwa manusia secara
langsung. Dalam banyak kasus, kerusakan kecil pada komponen infrastruktur dapat
berakibat pada kegagalan sistem transportasi, kecelakaan lalu lintas, hingga korban
jiwa (Meinecky dkk., 2025).

Realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pencurian baut rel kereta
api di sejumlah jalur operasional telah mengganggu stabilitas rel dan meningkatkan
risiko anjlokan kereta. Demikian pula, pencurian penutup drainase di kawasan
perkotaan telah berulang kali menyebabkan kecelakaan kendaraan bermotor,
terutama pada malam hari, yang tidak jarang berujung pada luka berat hingga
kematian. Fenomena ini memperlihatkan bahwa objek pencurian memiliki fungsi
yang jauh melampaui nilai ekonomis, yakni sebagai bagian dari sistem
perlindungan keselamatan publik (public safety infrastructure) (International Union
of Railways, 2024).

Dalam perspektif kriminologi kritis, Hillyard dan Tombs (2004) menyoroti
bahwa hukum pidana konvensional sering gagal menangkap bentuk kejahatan yang
menghasilkan dampak sosial yang tersebar luas (socially distributed harm), di mana
korban tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung. Dalam konteks ini,
pencurian infrastruktur publik menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan
tidak hanya dialami oleh pemilik barang, tetapi juga oleh masyarakat luas yang
bahkan tidak mengetahui secara langsung hubungan kausal antara kejahatan dan
dampaknya.

Perkembangan teori hukum pidana modern kemudian menawarkan
pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas tersebut. Braithwaite (2002)
melalui teori responsive regulation menekankan bahwa respons hukum harus
bersifat bertingkat dan proporsional terhadap tingkat risiko serta dampak sosial dari
suatu perbuatan. Dengan demikian, kejahatan yang mengandung risiko terhadap
keselamatan publik tidak dapat disamakan dengan pencurian biasa, karena memiliki
tingkat ancaman yang berbeda secara kualitatif.

Dari sudut pandang hukum pidana material, Fletcher (2000) mengemukakan
bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan serius apabila
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menciptakan pola bahaya yang nyata atau potensial terhadap masyarakat (pattern
of endangerment), meskipun akibat aktual belum terjadi. Dalam konteks ini,
pencurian komponen infrastruktur publik secara inheren telah menciptakan kondisi
berbahaya yang tidak dapat diabaikan oleh hukum pidana.

Lebih jauh, Pound (1943) memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial
(law as a tool of social engineering) yang harus mampu mengarahkan perilaku
masyarakat demi tercapainya ketertiban dan perlindungan kepentingan sosial. Oleh
karena itu, apabila hukum pidana gagal merespons bentuk kejahatan yang
berkembang dalam masyarakat modern, maka fungsi sosial hukum menjadi tidak
optimal.

Dalam kerangka teori risk society, Beck (1992) menjelaskan bahwa
masyarakat modern menghadapi risiko-risiko baru yang bersifat sistemik, tidak
terlihat secara langsung, tetapi berpotensi menimbulkan dampak besar dan tidak
dapat diprediksi secara sederhana. Pencurian infrastruktur publik merupakan salah
satu manifestasi dari risiko tersebut, karena dapat memicu gangguan berantai pada
sistem transportasi, energi, dan keselamatan publik.

Sementara itu, Roxin (2006) menegaskan bahwa hukum pidana modern harus
berorientasi pada perlindungan Rechtsgiiter, yaitu kepentingan hukum yang paling
fundamental dalam masyarakat, termasuk keselamatan publik sebagai kepentingan
hukum kolektif. Dengan demikian, objek yang memiliki fungsi vital bagi kehidupan
masyarakat seharusnya mendapatkan tingkat perlindungan hukum yang lebih tinggi
dalam konstruksi delik pidana.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP masih mempertahankan pendekatan klasik yang menempatkan pencurian
sebagai delik berbasis kepemilikan (property-based offence), tanpa secara eksplisit
mempertimbangkan dimensi risiko terhadap keselamatan publik. Kondisi ini
memperlihatkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan kejahatan
yang semakin kompleks dengan konstruksi hukum pidana yang masih relatif statis.

Dari perspektif pemidanaan, Ashworth (2009) menekankan bahwa prinsip
proporsionalitas menuntut agar berat ringannya pidana disesuaikan tidak hanya
dengan perbuatan, tetapi juga dengan tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan
terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pencurian yang berpotensi menimbulkan
korban jiwa secara logis harus dipandang sebagai bentuk kejahatan yang memiliki
derajat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian konvensional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi
karakter kejahatan pencurian telah melampaui batas-batas konseptual hukum
pidana klasik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan kriminal yang
lebih adaptif dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko (risk-based
approach) dan orientasi perlindungan keselamatan publik (public safety oriented
criminal policy), agar hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga
mampu berfungsi secara preventif dan responsif terhadap dinamika kejahatan
modern.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
tindak pidana pencurian dalam perkembangan hukum pidana modern telah
mengalami pergeseran karakter dari sekadar property crime menjadi public
endangerment crime yang memiliki dampak sistemik terhadap keselamatan publik.
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Pencurian terhadap infrastruktur vital seperti rel kereta api, kabel listrik, dan
penutup drainase tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga
menciptakan risiko nyata terhadap keselamatan jiwa manusia.

Konstruksi pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih mempertahankan pendekatan klasik
yang berorientasi pada perlindungan kepemilikan individual, sehingga belum
sepenuhnya mengakomodasi dimensi risiko dan dampak sosial yang ditimbulkan
oleh kejahatan modern. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif
antara perkembangan karakter kejahatan dengan perkembangan hukum pidana
positif di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan kriminal yang
mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dan orientasi
perlindungan keselamatan publik (public safety oriented criminal policy).
Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya
bersifat reaktif terhadap kerugian yang telah terjadi, tetapi juga mampu berfungsi
secara preventif dalam mencegah terjadinya bahaya terhadap masyarakat luas.
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